98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
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Lampiran 2.

Pedoman Wawancara

1. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
a. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
1) Apa nama publikasi resmi dan sejarah PT. BPRS Madina Mandiri
Sejahtera ?
2) Kapan dan dimana PT. BPRS Madina Mandiri ini didirikan ?
3) Bagaimana struktur organisasi pada PT. BPRS Madina Mandiri
Sejahtera ?
4) Siapa pemilik atau pemegang saham utama dan pengurus PT. BPRS
Madina Mandiri Sejahtera ?
5) Apa visi dan misi dari PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?
b. Jenis-Jenis Produk
1) Apa saja jenis produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Madina
Mandiri Sejahtera?
c. Peraturan Tentang Pengawasan Syariah
1) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki peraturan
tentang pengawasan syariah ?
d. Petugas Pengawas Syariah
1) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki pejabat

atau petugas di bagian pengawasan syariah ?
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Sistem Pelaksanaan Pengawasan Syariah di PT. BPRS Madina

Mandiri Sejahtera

1) Bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan syariah di PT. BPRS
Madina Mandiri Sejahtera?

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS

1) Bagaimana peran dan efektivitas DPS dalam memastikan kepatuhan
syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?

2) Apakah DPS memiliki dokumen tata kelola yang berfungsi untuk
mengatur terlaksananya kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina
Mandiri Sejahtera?

3) Apakah untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS
Madina Mandiri Sejahtera diperlukan syarat dan kualifikasi
tertentu?

4) Apakah ada bukti sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional
sebagai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah?

5) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera terdapat batasan
minimal SDM untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah?

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah

1) Bagaimana peran manajemen risiko dalam memastikan kepatuhan
syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

2) Bagaimana integrasi antara fungsi manajemen risiko dan DPS dalam
memastikan kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina Mandiri

Sejahtera?
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h. Penerapan Fungsi Audit Intern Syariah
1) Bagaimana peran audit internal dalam memastikan kepatuhan
syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?
i. Pelaksanaan Kaji Ulang Ekstern Terhadap Tata Kelola Syariah
1) Sejauh mana independensi auditor eksternal dalam mengawasi
kepatuhan syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?
2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT.

BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
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Lampiran 3.

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

1.

Nama : Bapak Dr. H. Fuad, MA.

2. Status : Dewan Pengawas Syariah, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Hasil Wawancara:

a. Pengawasan Syariah dan DPS

1) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki peraturan

tentang pengawasan syariah?

Jawab:

Jadi kalo pengawasan syariah itu ada pengawasan internal dan ada
pengawasan eksternal. Kalo pengawasan internal itu ya DPS bisa
melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan bank syariah.
Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan ada kesesuaian dengan
prinsip syariah. Kalo eksternalnya itu dari OJK. Jadi paling tidak

pengawasan itu ada dua yaitu ( internal & eksternal).

2) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki petugas di

bagian pengawasan syariah?

Jawab:

Ada, yaitu Bu Isni. Saya sebagai dewan pengawas selalu berkomunikasi
dengan Bu Isni mengenai kepatuhan. Karena Bu Isni yang mengetahui

tentang kepatuhan itu. Saya secara umumnya, tapi masing-masing dikelola
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atau mengelola bagiannya. Jadi Bu Isni yg menyangkut tentang tata kelola,
persoalan kepatuhan, manajemen risiko itu semua di Bu Isni. Tapi untuk
kepatuhan di Madina ada Bu Isni sebagai kepala dibagiannya itu. Akad
akad diteliti misalnya apakah sudah sesuai atau tidak, bagaimana
aplikasinya di lapangan seperti apa, itu Bu Isni yang secara khusus. Kalau
saya yg mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kepatuhan. Tapi kalau
secara khusus bu isni yg meneliti setiap akad-akad apa benar sesuai dengan
syariah atau tidak.

Apakah untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Madina
Mandiri Sejahtera diperlukan syarat dan kualifikasi tertentu ?

Jawab:

Sebagai dewan syariah harus punya kompetensi. Apakah dia di bagian
keuangan syariah atau di magister,dll. Tapi yang jelas DPS itu ada
yjiannya. Yang menguji itu DSN-MUI dan OJK. Sehingga sebagai dewan
pengawas harus mempunyai kualifikasi tentang penguasaan. Mungkin
kuliahnya tentang akuntansi syariah, keuangan syariah atau di bidang lain
yang berkaitan dengan masalah-masalah ke syariah-an. Dan yang menguji
itu oleh DSN-MUI dan OJK. Nanti ada muncul sertifikat sebagai dewan
pengawas syariah yang berlaku tiga (3) tahun. Kriteria DPS itu; 1) Memiliki
latar belakang pendidikan syariah Islam apakah S1, S2, atau S3 dalam fiqih
atau ekonomi Islam. Jadi tidak bisa secara umum, harus ada kualifikasi
itu, karena itu menyangkut kompetensi. 2) Pengalaman. Pengalaman dalam

bidang syariah Islam, pengalaman sebagai ulama dosen, praktisi
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perbankan. Disamping ada kompetensi keilmuan juga ada pengalaman. 3)
DPS harus punya kompetensi di bidang pengetahuan dan menguasai
tentang figih muamalah atau ekonomi syariah atau perbankan syariah.
Sehingga dari ketiga aspek inilah bisa mengantarkan seorang DPS untuk
memiliki kompetensi di bidang syariah. Karena DPS yang akan
bertanggung jawab terhadap jalannya produk yang di tawarkan oleh bank
syariah. Ketika pendidikannya hanya sampai pada jenjang S1 tidak
masalah. Yang penting ketika ada ujian yang berkaitan dengan masalah
fqih islam, perbankan syariah, atau berkaitan dengan pengalaman selama
di bank syariah.

Dewan syariah itu punya fatwa. Ada sekian 150-an yang mengenai bank
maupun non bank dan itu yang harus dipelajari oleh DPS karena bank
harus mengikuti aturan main yang ada di DSN tapi tentu aturan fatwa yang
sudah diambil alih oleh aturan-aturan OJK. Jadi OJK mengambil aturan
dari DSN dari beberapa pasal tertentu. Sebagai lembaga yang punya otoritas
mengatur maka dia (OJK) mengikat. Kalau dalam DSN itu baru fatwa ,
kalo fatwa itu kan masih belum mengikat secara khusus tapi ketika diambil
alih oleh OJK, karena OJK lembaga yang punya otoritas mengatur maka
dia mengikat dan itu yang akan mengawasi kepatuhan itu juga OJK secara
eksternal, internalnya DPS dan juga Bu Isni sebagai (bidangnya) dan
kemudian akan diatur oleh OJK secara eksternal. Selanjutnya dari kami
akan membuat laporan setiap semester. Nanti akan ada pertemuan dengan

OJK ketika ada pertemuan yang penting. Nanti kita diundang oleh OJK
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baik Direksi, DPS maupun staff seperti Bu Isni. Dan untuk kualifikasinya
penting juga memiliki pengalaman selama berapa tahun di bidang
keuangan syariah, praktisi perbankan syariah, menjadi dosen di bidang
figih muamalah, atau sebagai ulama di MUI.

Jika tidak memiliki basic pengalaman di bidang keuangan syariah justru
itu akan susah. Dan bisa jadi nanti ga akan lulus ujian. Karena banyak
problem yang harus diselesaikan oleh hukum. Kalau orang tidak pernah
belajar tentang figih muamalah kan repot, nanti kan ga ngerti tentang
basic-basic produk, dari pesantren pun gapapa, banyak orang pesantren
yang diberi mandat untuk jadi DPS. Jadi tidak harus dari kampus UIN,
UGM UII atau I1Q, jadi semua bisa yang penting dia bisa menguasai ketika
ada ujian karena ada properties dan itu cukup lama bisa sampai setengah
bulan baik dengan zoom, datang ke Jakarta dan itu tergantung OJK mau
mengundang kita di zoom atau melalui langsung ke Jakarta. Kalau ke
Jakarta harus ke kantor DSN dan nanti akan di uji disana secara tertulis,
yjian lisan dengan OJK . Jadi itu baru memperbarui dan setiap
memperbarui sertifikat DPS kita harus di uji lagi oleh kedua lembaga ini
(DSN-MUI, dan OJK). Selanjutnya kita akan diberitahu oleh DSN kalau
sertifikat kita sudah mulai habis maka harus segera memperbarui kembali.
Kita mengisi form dan yang sudah lama sebagai DPS nanti membuat
portofolio. Jadi kita ada form-form yang sudah ada pertanyaan, kita yang

menulis nanti kita serahkan ke DSN untuk nanti diteliti oleh mereka sejauh
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mana properties nya itu benar benar sesuai dengan yang mereka
kehendaki.
Untuk pemula yang mau menjadi DPS diperlukan pelatihan dari DSN-
MUI bisa tiga (3) minggu dan jika sudah dianggap lulus nanti ada
rekomendasi ke OJK, nanti setelah dari OJK dinyatakan anda kompetensi
dan sertifikat akan keluar sebagai DPS dan nanti akan di ambil oleh bank
(tempat kita dipilih untuk bekerja dan simpan dengan aman oleh mereka).
Di bank syariah itu pengawasannya memang ga semudah yang di dalam
teori. praktiknya sulit. Karena bagaimana dia mau memutuskan hukum
masalah kalau dia belum pernah belajar hukum.
b. Dokumen Tata Kelola

1) Apakah DPS memiliki dokumen tata kelola yang berfungsi untuk
mengatur terlaksananya kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina Mandiri
Sejahtera?
Jawab:
Jadi yang namanya bank syariah itu mesti memiliki dokumen tata kelola.
Jadi tata kelola itu yang mengatur mengenai struktur organisasi, mengatur
tentang proses dan juga mengatur tentang prosedur pengelolaan bank. Jadi
ada struktur, proses dan juga ada prosedur. Jadi dokumen yang tadi itu ada;
1) Mengatur mengenai prinsip tata kelola ; 2) Dokumen yang menjelaskan
tentang struktur organisasi; dan 3) Dokumen yang menjelaskan tentang
prosedur operasional dari bank syariah termasuk prosedur pembiayaan,

prosedur pengelolaan risiko, dll. Dari segi tujuannya dokumen tata kelola
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itu yaitu; 1) Untuk meningkatkan tranparasi dalam pengelolaan bank
syariah.

Jadi dengan adanya dokumen tata kelola, kita akan tau transparansi jelas.
Ini yang diatur oleh bank; 2) Tujuannya juga untuk meningkatkan
akuntabilitas dalam pengelolaan bank syariah; 3) Dokumen itu memastikan
bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi
pasti ada dokumen itu, karena bicara mengenai proses, bicara mengenai
struktur, bicara mengenai prosedur itu harus ada. Apakah DPS termasuk
pengurus atau termasuk apa gitu ya, jadi bisa jelas posisi saya di bank ini.
Terus direksi gimana prosesnya. Jadi itu mengenai struktur. Kalo prosedur
mengenai pembiayaan. Masing-masing di bidangnya ada SOP nya mbak.
Pembiayaan ada SOP nya, risiko ada SOP nya. Jadi sekarang ini oleh OJK
setiap bagian itu harus ada SOP. Jadi dokumen tata kelola masing-masing
bidang itu ada SOP nya jadi supaya nanti lebih jelas mengenai aturan-

aturan seperti itu.



108

Informan 2
1. Nama : Ibu Dian Prihanita Sofiansyah, S.E.,
2. Status : Human Resource Development (HRD) & Support PT. BPRS Madina

Mandiri Sejahtera

Hasil Wawancara

a. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

1) Apa nama publikasi resmi dan sejarah PT. BPRS Madina Mandiri

2)

3)

Sejahtera ?

Jawab:

Pada tanggal 03 Desember 2007 telah berdiri sebuah lembaga keuangan
syariah bernama PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan nama
publikasi “BANK MADINA SYARIAH”. Selanjutnya nanti silakan
langsung lihat di website madina saja ya.

Kapan dan dimana PT. BPRS Madina Mandiri ini didirikan ?

Jawab:

Tgl 03 desember 2007 di Bantul DIY, sehingga saat ini berusia
kuranglebih 17 tahun.

Bagaimana struktur organisasi pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?

Jawab:
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Struktur organisasi ditetapkan berdasarkan RUPS, rapat umum pemegang
saham tahunan. Itu rapat tertinggi sebuah PT.

Siapa pemilik atau pemegang saham utama dan pengurus PT. BPRS Madina
Mandiri Sejahtera ?

Jawab:

Untuk pemegang saham utama atau yang biasa kami sebut dengan (PSP)
Pemegang Saham Pengendali. Karena persentase sahamnya paling besar
adalah Bapak H. Ari Tri Priyono, S.T. Sedangkan pemegang saham kedua
adalah Bapak H. Anwar Wahyudi, S.E., MM. Pemegang saham ketiga
adalah Bapak Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA. Pemegang saham keempat
adalah Bapak Teddy J Sitepu. Jadi kita ada empat pemegang saham dan
dari empat itu yang nomor satu pak Ari Tri Priyono sebagai pemegang
saham pengendali. Sedangkan untuk pengurus ada dua direksi yang terdiri
dari direktur utama yaitu Bapak Sabdo Nugroho, S.P. kemudian direktur
Ibu Hj. Sri Endah Widayati. Kemudian untuk komisaris utama Bapak H.
Anwar Wahyudi, S.E., MM. Komisaris anggota Bapak Prof. Dr. H. Amir
Muallim, MA. Dewan Pengawas Syariah Bapak H. Ahmad Khudori, Lc.
untuk anggota Dewan Pengawas Syariah adalah Bapak Dr. H. Fuad, MA.
Jadi untuk pak Anwar dan pak Amir ini memang menjabat dua yaitu

sebagai pengurus, komisaris, dan juga pemegang saham.

5) Apa visi dan misi dari PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?

Jawab:
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Untuk visi Bank Madina Syariah adalah menjadi BPRS terdepan dalam
membangun ekonomi umat. Sedangkan untuk misinya : 1) memberikan
layanan produk perbankan syariah berdasarkan asas prudential banking;
2) berperan aktif dalam sektor ekonomi kecil dan menengah; 3)
menyebarluaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
b. Jenis-jenis Produk PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

1) Apa saja jenis produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Madina Mandiri
Sejahtera ?
Jawab:
Produk kita ada dua yaitu funding dan landing. Untuk fundingnya sendiri
yaitu penghimpunan dana terdiri dari Tabungan dan deposito. Seddangkan,
untuk landing pembiayaan, kita ada pembiayaan multijasa, mudharabah,
jjarah, dll. Selengkapnya nanti lihat di website Bank Madina aja ya.

c¢. Pengawasan Syariah

1) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki peraturan
tentang pengawasan syariah ?
Jawab:
Jelas ada. Peraturan tersebut sangat mengikat bagi perusahaan dan diawasi
jalannya operasional perusahaan oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa
disebut dengan (DPS). DPS tersebut berfungsi untuk mengawasi
operasional jalannya perusahaan supaya bisa tetap sesuai dengan aturan
syariah. Jadi, supaya bank menjalankan operasionalnya tidak melanggar

aturan syariah dan ini sudah sesuai dengan pengawasan dari DSN-MUI.
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Karena, ketika sebuah perusahaan atau bank melakukan pelanggaran atau
ada produk atau akad yang tidak sesuai dengan syariah maka akan
mendapat teguran. Jika tetap dilanggar makai izin oerasionalnya akan
dicabut. Oleh karena itu bank madina syariah sudah ada pengawasan
intensif oleh Dewan Pengawas Syariah.

2) Apakah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki pejabat atau
petugas di bagian pengawasan syariah ?
Jawab:
Ya ada, yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS
dan DPS tersebut sudah tersertifikasi oleh DSN-MUI atau Dewasn Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Jadi, bagi DPS yang belum memiliki
sertifikasi DSN-MUI maka diminta untuk melakukan sertifikasi terlebih
dahulu karena itu merupakan syarat mutlak untuk menjadi DPS.

3) Bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan syariah di PT. BPRS Madina
Mandiri Sejahtera ?
Jawab:
Sistem pengawasan syariah yang ; 1) ada pemeriksaan secara rutin yang
dilakukan sekitar satu minggu sekali dari DPS tersebut datang ke kantor
kemudian melihat, memeriksa baik terkait dengan aturan, akad-akad
pembiayaan ataupun transaksi lainnya yang dilakukan oleh bank syariah
secara random untuk melihat apakah transaksi tersebut sudah sesuai

dengan syariah.
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d. DPS dan Kepatuhan Syariah

1) Bagaimana peran dan efektivitas DPS dalam memastikan kepatuhan
syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?
Jawab:
DPS tersebut dalam memastikan kepatuhan syariah mereka melakukan
pengawasan secara kontinu baik terkait dengan jenis produk, akad-akad
yang digunakan maupun dalam bertransaksi dan berinteraksi sehari-hari
dan itu akan mereka buat laporan yang akan dilaporkan ke direksi dan juga

OJK.



113

Informan 3
1. Nama : Ibu Isni Puspitasari, S.E.,
2. Status : Risk Management APU PPT & Compliance (PE Kepatuhan) PT. BPRS

Madina Mandiri Sejahtera

Hasil Wawancara

a. Manajemen Risiko, DPS, dan Kepatuhan Syariah
1) Bagaimana integrasi antara fungsi manajemen risiko dan DPS dalam
memastikan kepatuhan syariah di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
Jawab:
Jadi kalau untuk integrasinya ya antara pihak bank untuk secara fungsi
manajemen risikonya dan DPS itu kami melakukan koordinasi secara
rutin. Kemudian untuk DPS itu memang fungsinya melakukan
pengawasan terkait dengan kepatuhan syariah yang ada di Bank Madina
Syariah. Intinya memang kami bersinergi untuk melakukan pengawasan
bersama terkait fungsi manajemen risiko tersebut yang ada di Bank
Madina.
b. Peran Audit Internal
1) Bagaimana peran audit internal dalam memastikan kepatuhan syariah di
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?
Jawab:
Jadi, untuk audit internal itu memang juga berfungsi sebagai pengawasan
baik itu pengawasan secara internal maupun juga terkait dengan kepatuhan

syariah misalnya, terkait dengan akad yang digunakan apakah sudah sesuai
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dengan yang seharusnya misalkan untuk pembiayaan, pembiayaan itu
misalnya untuk proses jual beli apakah sudah sesuai dengan akad
murabahah kemudian untuk jasa itu juga bisa menggunakan akad ijarah
atau multijasa nah itu juga dipastikan oleh audit internal dalam melakukan
pengawasan.
c. Audit Eksternal Dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah
1) Sejauh mana independensi auditor eksternal dalam mengawasi kepatuhan
syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?
Jawab:
Jadi kalau auditor eksternal khusus untuk kepatuhan syariah kita memang
belum ada secara khusus tapi setiap tahun kita memang ada audit khusus
yang terkait dengan audit laporan keuangan di bank madina syariah yang
didalamnya juga berkaitan dengan pengawasan kepatuhan syariah
khususnya dengan pelaporan DPS. Jadi mereka mengawasi, melakukan
audit terkait pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS,
apakah hal-hal yang dilakukan secara transaksional yang ada di bank
madina syariah sudah sesuai atau belum dengan fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh DSN-MUIL.
d. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Seluruh Operasional
1) Apakah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah menerapkan prinsip
syariah secara konsisten dalam seluruh operasionalnya ?

Jawab:
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Insya Allah kita juga sudah konsisten ya sesuai dengan prinsip syariah
karena adanya pengawasan DPS kemudian koordinasi juga untuk
melakukan kepatuhan mitigasi secara manajemen risiko kemudian dengan
didukung dengan data-data kita pasti setiap bulan sudah melakukan
koordinasi secara menyeluruh sehingga ya yang dilakukan memang harus

sesuai dengan prinsip syariah.
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POJK No. 25/2024

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH
BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

bahwa dengan semakin meningkatnya pera
perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhai
ekonomi dan nasional, di

tata ktloln syariah pada bank perekonomian rakya
yari dan pera

dew-n pengawas syariah;

b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo
24/POJK.03/2018 tentang Pencrapan Tata Kelola bag
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah tidak sesua
dengan kebutuhan dan perkembangan industri banl
perekonomian rakyat syariah, schingga perlu dilakuka
penggantian;

c¢. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3¢
Undang- Undnng Nomor 21 Tahun 2008 tentan

yariah
diubah lcrnkhxr dengan Undang-Undang Nomor +
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguata
Sektor Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimani
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perh
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentan
Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomia)
Rakyat Syariah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentan
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembarai
Negara Nomor 4867)
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undnng Nomor 4 Tnhun 2023 tentang Pengembangai
Sekt Negan
Republlk Indonesia Tuhun 2023 Nomor 4, Tambaha
Negara Nomor 6845);

haps:/jdih.ojk go.id/

P

Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM
adalah anppota  Dircksi, angpola Dewan  Komisaris,
anggota DPS, pegawai lelap, dan/atau pegawai lidak
telap pada BPR Syariah.

PENERAPAN PRINSIP SYARIAII DAN TATA KELOLA
SYARIAH PADA BPR SYARIAH

asal 2
BPR Syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam
penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh

tingkatan atau jenjang organisasi.

Prinsip Syarinh scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan  pada  falwa  dan/atau  pernyatasn
kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah.

Pasal 3
Untuk memastikan  pemenuhan  Prinsip  Syariah
sebagaimana dimaksud dalaun Pasal 2, BPR Syariah
wajib menerapkan Tata Kelola Syariah pada DBPR
Syariah.
Dalam menerapkan Tata Kelola Syariah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPR Syariah wajib memiliki
kerangka Tata Kelola Syariah diwujudkan paling sedikit
.melnlkn.
pelaksanaan
wewenang DPS;
pencrapan fungsi manajemen risiko syariah dan
fungsi kepatuhan syariah;
. pencrapan fungsi audit intern syariah;

tugas, tanggung jawab, dan

b.

dan

d. pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap Tata
Kelola Syarialh.

Direksi yang membawahkan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan  huruf o

bertanggung jawab atas cfcklivitas pelaksanaan fungsi

terscbut dalam pemenuhan Prinsip Syariah.

l‘ungsl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf ¢ Dberkoordinasi dengan DI dalaun

melaksanakan tugasnya.

Pasal 4

DBI'R Syariah wajib memiliki prosedur internal mengenai
penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah dalam
penyelenggaraan kegiatan usaha.

BPR Syariah wajib melakukan cvaluasi dan penginian
terhadap proscdur internal scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) agar memenuhi Prinsip Syariah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap

penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah.

hetps:/ydih. ok go.id)
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 fentang
Otoritas Jasa Keuanpgan (Lembaran Nepara Republilk
Indonesia ‘Tahun 2011 Nomor 111, ‘l'ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S253)
sebapgaimana  telah Undang-Undang,
Nomor 4 Tahun 2023 tentang dan
Penguatan ktor Kocuangan

Sel mara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Laesmbaran Negirs Republik Indonesis Nomor 6845);

MIEMUTUSKAN:

1 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENERAPAN  TATA KRELOLA SYARIAH  BAGI  RBANK
PERIEKONOMIAN RAKYAT SYARIATL

BAR T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas .Jasa Keuangan ini, yang

ditnssksud dengan:
1. Bank Pcrckonomian Rakyat Syariah yang sclanjutnya

diainnkat BPR Svariah adalah jenis bank syariah yansg
ikiany joassas cdia Ll

Prinsip pri.nsip hulkum  Islam
srdasarkan alwa di Thyalann kese
syariah yang dikcluarkan alah lcmbaga vang memiliki
kcwcnangan dalam penctapan fatwa di bidang syariah.
Ui Pern Saham  yang  selanjuinys
um.ugk,.u dengan RUPS adalah rapat umuim pemegang
saham bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum
perseroan terbatas atau rapat anggota bagi BPR Syariah
berbentuk badan hukum kopersi.

Direksi adalah direksi bagi BPR Syarviah berl tuk
badan hukum perscroan terbatas atau pengurus bagi
BIPR Syariah L u-nluk badan hukum kop.
Dewan Komi adalah dewan komisaris bagi BPR
Syariah bcrbcntuk badan hukum pcrscroan terbatas,
scrta pengawas bagi BPR Syariah berbontuk badan
hukum koperasi.

Dewan Pengawas Syariah yang sclanjutnya disingkat
DPS adalal vang memiliki tugas dan fungsi
pengawasan idap penyelengparaan kegintan RPR
Syariah agar scsuai dengan Prinsip Syariah.

T'ata Kelola Syariah pada BPR Syariah adalah struktur,
proses, dan mekanisime pen ge an BPR Syarinh untuk
cplatan usaba BPR
ip Syariah.

Syariah yang
wish langsung kepsda anggots Direksi
mempanyai pengarab yang signifikan terhadap
akan dan/atau operasional BPR Syariah.

hitps. Zidih. jk.go. i/

Pasal 6
BPR Syariah yang meclanggar ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat

(2)., dan/atau Pasal 4, dikenai sanksi administratil
berupa teguran tertulis.
Dalam  hal  BPR Syariah  telah  dikenai  sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan

tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2),

dan/atau  Pasal 4, BPR Syariah  diken sanksi

administratit berupa:

a. penurunan tingkat keschatan;

b. penghentian scmentara scbagian kegiatan
operasional BPR Syariah: dan/atau

c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.

Dalain hal BIrR Syariah telah dikenai sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan/atau ayat (2), pihak utama DBPR Syariah dapat
dikenai san administratif berupa larangan sebagai
pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
mengenai penilaian kembali bagi pihak
Ularna lembags jasa keuangan.

Selain sanksi administratil sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR Syariah

dan/atau permnegang saham pengendali dapat dikenai
sanksi  administratit berups  denda paling  sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling

banyak Rpl00.000.000,00 (scratus juta rupiah) untuk
sctiap pelangparan yang dilakukan.

BAB 111
DPS

Bagian Kesatu
Posisi, Jumlah, dan Kriteria DPS

Pasal 7

Anggota DPS ditetapkan secbagai pihak utama bank
scsuai dengan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kemampuan dan Kepatutan bagi
pihak utama lembaga jasa keuangan dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali
pihak utama lembaga jasa keuangan.

Calon anggota DI’S wajib memperoleh persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuanpan melalui penilaian kemampuan
dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas,
dan fungsinya sebagai pihak utama sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1).

Dalam rangka memperoleh persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon
anggota DPS  harus  memperoleh  rekomendasi  dari
lernbaga yang mermniliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah.

BPR Syariah melakukan pengelolaan dan
pengembangan  kualitas  1DPS  sceara berkclanjutan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Ditps Jgdih. ok go. id/
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mengenai  pengembangan  kualitas sumber  daya
manusia bank perekonomian rakyat dan bank
perekonomian rakyat syariah.

(5) Anggota DPS scbagai pihak ulama  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2026

(6) Kelentuan ld.nh lanjut mengenai penilaian kemampuan
dan kepatutan bagi anggota DPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

’asal 8
Anggota DPS ditctapkan schagai pihak terkail sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas
maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan
batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat
syariah.

Pasal 9
BPR Syariah wajib memiliki anggota DPS paling sedikit 2
(dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 10
(1) DPsS wajib dipimpin oleh seorang ketua yang berasal
dari salah satu anggota DPS.
(2) Dalam hal diperlukan, anggota DPS lain dapat diangkat
sebagai wakil ketua DPS.

Bagian Kedua
Independensi DPS

Pasal 11
(1) AnggUlA DPS dilarang merangkap jabatan:
sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) BPR
Syariah lain dan 2 (dua) lembaga jasa keuangan
syariah;

b. sebagai anggota Dewan Komisaris pada lembaga
Jjasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan, jika jumlah rangkap jabatan pada
huruf a telah terpenuhi;

c. sebagai anggota Direksi atau Pejabat liksekutif

pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau

d.  pada organisasi, perusahaan, atau badan usaha
lain dalam hal rangkap inb'\lan menimbulkan
benturan kepentingan vang memengaruhi

efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian
Otoritas Jasa Keuangan.
(2) ‘lerhadap calon anggota DI'S yang memiliki rangkap
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
membuat pernyataan untuk:

a. menjaga integritas;

b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan;
dan

c.  menghindari tindakan yang berpotensi merugikan

BPR Syariah, mengurangi keuntungan BPR

hups:/jdih.ojk.go.id/
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(2) Pemberhentian atau penggantian anggota DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan
pallng sedikit:
anggota DPS dinilai tidak mampu melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya;

b. pemberhentian atau penggantian anggota DPS
tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari
pemegang saham, namun didasarkan dari
penilaian yang objektif atas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya;

c. pemberhentian atau penggantian anggota DPS
telah melalui perencanaan dan mekanisme yang
berlaku, yang paling sedikit memperhatikan
penilaian dari anggota Dewan Komisaris atau
komite remunerasi dan nominasi dan telah
diagendakan dalam RUPS;

d. pemberhentian atau penggantian anggota DPS
tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan
dalam pengorganisasian dan/atau permasalahan
yang membahayakan kelangsungan usaha BPR
Syariah; dan

e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian
anggota DPS mengedepankan pola komunikasi
yang baik dari berbagai pihak terkait.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi dan

memerintahkan BPR Syariah untuk melakukan

tindakan korektif terhadap keputusan pemberhentian
atau penggantian anggota DPS.

BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas

Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(“

Pasal 16
Anggota DPS dapat mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan tata
cara dalam anggaran dasar BPR Syariah.
Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi dan
memerintahkan BPR Syariah untuk melakukan
tindakan korektif terhadap pengunduran diri anggota
DPS.
BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1

(2

@

Pasal 17

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan
evaluasi dan memerintahkan BPR Syariah melakukan
tindakan korektif terhadap tindakan pengangkatan,
pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri
anggota DPS dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa
Keuangan melalui instruksi tertulis dan/atau perintah
tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai perintah tertulis.

Pasal 18
(1) BPR Syariah wajib menyampaikan laporan
pengangkatan, pengangkatan kembali, pengunduran
diri, dan/atau pemberhentian anggota DPS secara

htips:/jdih.ojk.go.id/
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Syariah, dan/atau menyebabkan DBPR Syariah
melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau Prinsip
Syariah,

sclama menjabat scbagai anggota DPS.

Pasal 12

Mayoritas anggota DPrs dilarang memiliki hubungan
keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS,
anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian DPS

(1)
(=)

@)

)

(1)

(2)

)

1)

)

)

()

Pasal 13

Masa jabatan anggota DPS wajib ditetapkan paling lama

sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

BPR Syariah menectapkan dalam anggaran dasar

mengenai:

a. periode masa jabatan anggota DPS yang dimulai
sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS
olch RUPS; dan

b. kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota
DPS.

Anggota DIPPS menjabat untuk jangka waktu tertentu

dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan

persetujuan RUPS.

Pengangkatan kembali  anggota DPS  oleh RUPS

dilakukan paling lama pada tanggal berakhirnya masa

jabatan anggota DPS.

PPasal 11

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian
anggota DPS kepada RUPS harus memperhatikan
rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penerapan tata kelola bagi bank
perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat
syariah.

BPR Syariah yang tidak memiliki komite remunerasi
dan  mominasi, usulan  pengangkatan dan/atau
penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan rekomendasi dari anggota
Dewan Komisaris.

BPR Syariah menectapkan dalam anggaran dasar

mengenai:
a. kriteria;

b. mekanisme; dan
c. tata cara,

pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau
pengunduran diri anggota DPS, termasuk kewenangan
vang melekat kepada DPS.

Pasal 15
Pemberhentian atau penggantian anggota DPPS wajib
mengedepankan kepentingan utama dari BPR Syariah.

hrips:/jdih. ajk.go.id/
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daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa
Keuangan.

Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BPR Syariah wajib menyampaikan laporan perubahan
jabatan anggota DPS dan anggota DPS meninggal dunia
secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa
Keuangan.

Penyampaian laporan pengangkatan dan pengangkatan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada periode pelaporan tanggal
pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali
anggotla DPS disertai risalah RUPS.

Penyampaian laporan pengunduran diri dan/atau
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada periode pelaporan:

a. tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran
diri yang ditetapkan dalam RUPS; atau
b. tanggal berakhirnya jangka waktu yang diatur

dalam anggaran dasar bagi RUPS yang tidak dapat

diselenggarakan.
Penyampaian laporan perubahan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada periode
pelaporan tanggal perubahan jabatan anggota DPS
discrtai  dengan  alasan  perubahan jabatan  dan
dokumen yang menjelaskan  mengenai  keputusan
perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar BPR Syariah.
Penyampaian laporan meninggal dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada periode
pelaporan tanggal anggota DPS meninggal dunia
disertai dengan surat keterangan kematian dari
instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS

Pasal 19

DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan
prinsip tata kelola yang baik.

(1)

)

=)

Pasal 20

DPS bertugas melakukan pengawasan untuk
kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya
pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip
Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan
tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi
termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan
BPR Syariah.

DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan
itikad baik.

Dalam melakukan pengawasan, DPsS wajib
mengarahkan memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan T'xf‘l Kelola Syariah pada BPR Syariah
termasuk penerapan manajemen risiko syariah,
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kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara
terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang
terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang
diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab,
dan wewenang DPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 21
DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan
DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lama 1 (satu) bulan setelah periode semester dimaksud
berakhir.
DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu
kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan
pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
Penyampaian laporan hasil pengawasan DPS kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem
pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas
Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan
bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian
rakyat syariah.
Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
secara daring belum tersedia, penyampaian dilakukan
secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil
pengawasan DPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 22

Batas waktu penyampaian laporan hasil pengawasan
DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
berlaku mulai periode laporan semester II tahun 2025.

Sebelum berlakunya batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pengawasan DPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lama 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.

Pasal 23

DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut

Direksi

atas temuan audit atau pemeriksaan dan

rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang
melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor

ekstern,

=)

3)

(3]

(2)

@)

)

(2)
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(2)

(3)
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hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,
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informasi  manajemen memadai untuk
mendukung proses pelaksanaan tugas DPS; dan

c.  menyediakan sarana dan prasarana yang memad
untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.
Dircksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil
DPS imaksud dalam Pasal

20 ayat (1).
Dewan Komisaris wajib tik bahwa Direksi
telah  menindaklanjuti rekomendasi dari hasil
pengawasan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Rapat DPS

Pasal 30
DPS waijib menyelengparakan rapat DPS paling sedikit
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Rapatl DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dihadiri oleh seluruh anggota DPS.
Rapat DPS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihadiri fungsi terkait Tata Kelola Syariah.

Pasal 31
BPR Syariah wajib mengadakan rapat
Dircksi paling scedikit 1 (satu) kali dalam
bulan.
Rapal DPS  scbagaimana
diselenggarakan |
DBPR Syariah wajib mengadakan rapat DPS bersama
Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 41
(empat) bulan.
Rapat DPS scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan
Komisaris.

DPS bersama
4 (empat)

(1)

dimaksud pada  ayat

Pasal 32

Pengambilan  keputusan rapal DPS terlebih dahulu
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai
mulakat.
Dalam  hal

mufakat
tercapai,
dilakukan

musyawarah  untulk
sebapaimana dimaksud pada ayat
pengambilan  keputusan  rapat
berdasarkan suara terbanyalk.
Seluruh keputusan DPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh
anggota DPS.
DPS wajib menuangkan hasil rapat DPS sebagalmana
dimaksud pada dalam risalah rapat dan
didokumeniasikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perbedaan  pendapat
i b 1ix

mencapai
(1) tidak
DPs

N

DPSs
wajib
DPs

dalam
ayat
dicantumkan secara jelas dalam risalah
beserta alasan perbedaan pendapat.

yang teriadi rapat
1 ada 2

rapat

Tutps:/jdin.ojk.go.id/
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dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain,
terkait penerapan Prinsip Syariah.

(1)
(2)

Pasal 24
DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang
bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS.
Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat paling sedikit:

a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
b. pengaturan rapat DPS; dan
G- pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan

Dewan Komisaris.

Pasal 25

DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman
dan tata tertib kerja.

Pasal 26

DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait BPR
Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

(2)

3)

Pasal 27
Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Syariah pada
BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), DPS dapat menjadi anggota setiap komite
pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS,
komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada
setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.
Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk komite
pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris,
Dewan Kormisaris wajib meminta pendapat DPS pada
setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah.

Pasal 28

BPR Syariah wajib memiliki fungsi pendukung DPS yang
memadai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Bagian Kelima
Dukungan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap
Pelaksanaan Tugas DPS

Pasal 29
(1) Direksi wajib mendukung pelaksanaan tugas DPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan

Pasal 22, paling sedikit:

a. menyediakan data dan informasi yang akurat,
relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka
pelaksanaan tugas DPS;

b. memastikan ketersediaan dan kecukupan
pelaporan intern yang didukung oleh sistem

https:/fjdih.ojk.go.id/
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Bagian Ketujuh
Aspek Transparansi DPS
Pasal 33
Dalaun rangka penerapan Tata Kelola Syariah pada BPR

Syariah, anggota DPS wajib mengungkapkan dalam laporan

transparans

a.

(1)

=)

(1)

=)

1)

pelaksanaan Tata Kelola Syariah paling scdikit:
kepoemilikan  sahamnya da BPR Syariah  yang
bersangkutan dan perusahaan lain:

hubungan keuangan dan/atau hubungan  keluarga
sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris
angeota Dircksi, anggota DPS lain, dan /atau pemeoegang
saheun pengendali BDR Syariah;

rangkap jabatan DPS sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11 ayat (1); dan

remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan
koeputusan RUPS.

Pasal 31

Anggota DPS dilarang memanfaatkan BPR Syariah
untuk kepentingan pribadi, arga. dan/atau pihak
Iain  yang dapat merugikan  atau  mengurangi
keuntungan BPR Syariah.

Anggota DPS dilarans n)el)zm))bxl dan/atau menerima
kKeuntungan pribadi dar PR Syariah, selain
remuncrasi dan e SR DRtk Eardasatlan
keputusan RUPS.

Bagian Kedelapan
Kebijakan Remuncorasi 1DPS

Pasal 35
Kebijakan remunerasi anggota DPS wajib disusun oleh
Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenal penerapan tata kelola bagi
bank pereckonomian rakyat dan bank perckonomian
rakyat syariah.
Kebijakan remunerasi  anggsota DPS  sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) wajil> memperhatilean:

Al risiko dan komplcksifas tfugas DPS scsuai tugas
dan tanggung jiawab anggota DPS; dan
b proporsionalitas  terhadap remunerasi  Dewan
Komisaris.
Bagian Kesembilan
Sanlksi Administratit
rasal 36
DOR Syaviah yang mclasssas Kerentian debagaintans

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pas O ayat
(1). Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 1S ayat
(1). ayal (4), Pasal 16 ayal (3). Pasal 18 ayal (1). ayat (2).
Pasal 19, Pasal 20 ayat (2). ayat (3)., Pasal 21 ayat (1).
ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26,
Pasal 27 ayat (2), ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30
ayat (1). ayat (2). Pasal 31 ayat (1). ayat (3). Pasal 32
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ayat (1), ayat (5), Pasal 33, Pasal 31, dan/atau Pasal 35,
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal
11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), ayat
(4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal
19, Pasal 20 ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2),
Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27
ayat (2), ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1),
ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 32 ayat (4),
ayat (5), Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, BPR
Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan;
b. penghentian sementara sebagian
operasional BPR Syariah; dan/atau
Cs larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau ayat (2), pihak utama BPR Syariah dapat
dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai
pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak
utama lembaga jasa keuangan.
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR Syariah
dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai
sanksi administratif berupa denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rpl100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk
setiap pelanggaran yang dilakukan.

(2)

kegiatan

@)

)

BAB IV
FUNGSI MANAJEMEN RISIKO SYARIAII, FUNGSI
KEPATUHAN SYARIAH, DAN FUNGSI AUDIT INTERN
SYARIAH

Bagian Kesam
Fungsi Manajemen Risiko Syariah dan Fungsi Kepatuhan
Syariah

Pasal 37

BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib
memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi
manajemen risiko syariah dan fungsi kepatuhan
syariah.

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen
risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dapat
digabungkan dengan satuan kerja yang menangani
manajemen risiko dan/atau kepatuhan.

BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib
memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi

(1)

2)

@)

htsps:/jdih.ojk.go.id/
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menyampaikan  hasil audit  intern  terkait
pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS.

pelaksanaan

Bagian Ketiga
Kaji Ulang Fkstern Terhadap Tata Kelola Syariah

Pasal 40
BPR Syariah yang melakukan penawaran umum wajib
melakukan kaji ulang ckstern terhadap penerapan Tata
Kclola Syariah.
Kaji ulang ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olch akuntan publik dan/atau kantor
akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan.
Kaji ulang ckstern scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satua) kali
dalam 3 (tiga) tahun terhitung sejak penawaran umum
pertama kali dilakukan.
ukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan
publik  dalam  melakukan kaji ulang ekstern
scbagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan olch
Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
kormite audit.
BPR Syariah wajib menyampaikan laporan hasil kaji
ulang ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua)
bulan sctelah periode kaji ulang ckstern berakhir.
BPR Syariah wajib menindaklanjuti rekomendasi dari
hasil kaji ulang ckstern scbagaimana dimaksud pada
ayat (5).
Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang ekstern
terhadap penerapan Tala Kelola Syariah  ditetapkan
olch Otoritas Jasa Keuangan.

)

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 41

BPR Syariah yang meclanggar ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (3), ayat (5),
Pasal 38 ayal (1), ayal (2), ayal (4), Pasal 39, Pasal 40
ayat (1), ayat (5), dan/atau ayat (6), dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
Dalaun hal BPR Syariah (clah  dikenai  sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tetap melanggar ketentuan  scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 38 ayat
(1), ayat (2), ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), ayat (5),
dan/atau  ayal (6), BPR Syariah dikenai sanksi
administratif berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan;
b.  penghentian seinentara schagian

operasional BPR Syariah; dan/atau
¢.  larangan melakukan ekspansi Kegiatan usaha.
Dalaun hal BPR  Syariah telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

kegiatan

@)
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(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

3)

1)

5)

©)
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manajemen risiko
syariah.

Pejabat Eksekutif vang melaksanakan fungsi
manajemen risiko syariah dan/atau fungsi kepatuhan
syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
merangkap sebagai Pejabat Eksekutif vang
melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau
fungsi kepatuhan.

SDM yang melaksanakan fungsi manajemen risiko
syariah dan fungsi kepatuhan syariah wajib
mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman
mengenai operasional perbankan syariah.

BPR Syariah melakukan pengelolaan dan
pengembangan kualitas SDM yang melaksanakan
fungsi manajemen risiko syariah dan fungsi kepatuhan
syariah secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan
kualitas sumber daya manusia bank perekonomian
rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi manajemen
risiko syariah dan fungsi kepatuhan syariah ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.

syariah dan fungsi kepatuhan

Bagian Kedua
Fungsi Audit Intern Syariah

Pasal 38
BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib
memiliki fungsi audit intern syariah yang melekat pada
satuan kerja audit intern.
BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib
memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi
audit intern syariah.
Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit
intern syariah secbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang
melaksanakan fungsi audit intern.
SDM yang melaksanakan fungsi audit intern syariah
wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman
mengenai operasional perbankan syariah.
BPR Syariah melakukan pengelolaan dan
pengembangan kualitas SDM yang melaksanakan
fungsi audit intern syariah secara berkelanjutan sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
pengembangan kualitas sumber daya manusia bank
perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat
syariah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi audit intern
syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 39

Satuan kerja audit intern syariah dan Pejabat Eksekutif yang

melaksanakan

)

)

=)

1)

=)

fungsi audit intern syariah wajib
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dan/atau ayat (2), pihak utama BPR Syariah dapat
dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai
pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak
utama lembaga jasa kcuangan.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3). BPR Syariah
dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai
sanksi administratif berupa  denda  paling  scdikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rpl100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untulk
sctiap pelanggaran yang dilakukan.

BARB V
T.APORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOILA
SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KISLOLA
SYARIALL DAN PIENILAIAN PIELAKSANAAN TATA KISLOLA
SYARIATT

Bagian Kesatu
Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Syariah

Pasal 42

BPR Syariah wajib menyusun laporan transparansi
pelaksanaan  Tata Kelola  Syariah  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan transparansi pelaksanaan
tata kelola yang disampaikan pada setiap akhir tahun
buku sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai | pencrapan  ltata kelola bagi bank
perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat
syariah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan dan tata cara
penyusunan laporan transparansi pelaksanaan Tata
Kelola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah

Pasal 43
BPR Syariah wajib menyusun laporan pelaksanaan
Tata Kclola Syariah pada BPR Syariah yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
pelaksanaan tata kelola secara semesteran sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan inengenai
pencrapan tata kelola bagi bank perckonomian rakyat
dan bank perekonomian rakyat syariah.

Ketentuan mengenai cakupan dan tata cara
penyusunan laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
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Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Syariah

Pasal 44
Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau
evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri oleh BPR
Syariah atas pelaksanaan Tata Kelola Syariah yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
pelaksanaan tata kelola sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata
kelola bagi bank perckonomian rakyat dan bank
pereckonomian rakyat syariah.
Ketentuan mengenai cakupan dan tata cara penilaian
pelaksanaan Tata Kelola Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

1)

2)

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 45

BPR Syariah yang melanggar ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau Pasal 43
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis.
Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau Pasal 43 ayat (1), BPR
Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan;
b. penghentian sementara sebagian

operasional BPR Syariah; dan/atau
{5 larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi
administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau ayat (2), pihak utama BPR Syariah dapat
dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai
pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak
utama lembaga jasa keuangan.
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR Syariah
dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai
sanksi administratif berupa denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banvak Rp100.000.000,00 (scratus juta rupiah) untuk
setiap pelanggaran yang dilakukan.

(1)

2)

kegiatan

3)

“)

BAB VI
TINDAK LANJUT KETIDAKPATUHAN TERHADAP PRINSIP
SYARIAH

Pasal 46
BPR Syariah wajib menindaklanjuti dalam hal
diketahui dan/atau ditemukan ketidakpatuhan Prinsip

1)
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b. penghentian scientara
operasional BPR Syariah; dan/atau
c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi
administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan/atau ayat (4), pihak utamma BPR Syariah dapat
dikenai sanksi administratif berupa larangan scbagai
pihak utama sesuai dengan Peraturan Oforitas Jasa
Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak
utama lembaga jasa keuangan.
Sclain sanksi administratif scbagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), BPR Syariah
dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai
sanksi administratif berupa denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk
setiap pelanggaran yang dilakukan.

schagian kegiatan

©)

BAB VITT
KETENTUAN PERALITHAN

Pasal 48
Permohonan calon anggota DPS yang diajukan sebelum
tanggal 1 Januari 2026 diproses sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun
2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Anggota DPS yang telah memperoleh  persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan sebelum tanggal 1 Januari
2026, tidak mengikuti proses penilaian kemampuan
dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian
kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga
jasa keuangan sampai dengan masa jabatan berakhir.

(1)

)

Prasal 19
Pada saat PPeraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan yang
dilarang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

dapat letap mcrangkap jabalan sampai dengan  masa
jabatan tersebut berakhir.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Pada saat Peraturan Otforitas Jasa Keuangan ini mulai

berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa
Kcuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tlenlang Pencrapan
Tata Keclola bagi Bank Pcmbiayaan Rakyal Syariah
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2018 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6266) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini.
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(2)

(3)

)

)

1)

=)

3)

)

Pada saat
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Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional
BPR Syariah.

BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis.

Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan
tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPR Syariah dikenai sanksi administratif
berupa:

a. larangan untuk menerbitkan produk BPR Syariah
baru;

b. penurunan tingkat kesehatan;

e penghentian sementara sebagian kegiatan

operasional BPR Syariah; dan/atau
s 2 larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
Dalam hal BPR Syariah telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan/atau ayat (3), pihak utama BPR Syariah dapat
dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai
pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak
utama lembaga jasa keuangan.
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), BPR Syariah
dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai
sanksi administratif berupa denda paling secdikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk
setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47
Mayoritas anggota Dircksi dan anggota Dewan
Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga
sampai derajat kedua dengan anggota DPS.
Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib
mengungkapkan:
a. hubungan keuangan dengan anggota DPS; dan
b. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan

anggota DPS,
dalam laporan transparansi pelaksanaan Tata Kelola
Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini.
BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalamm hal BPR Syariah telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BPR Syariah dikenai
sanksi administratif berupa:

berlaku:

a.

a. penurunan tingkat kesehatan;
hups:/jdih. ojk.go.id/
- 20 -
Pasal S1
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

24 /POJK.O03/2018 tcntang Pencrapan Tata Kclola bagi
Bank Pcmbiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tammbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266): dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun
2022 tentang Bank Pembiavaan Rakyat Syariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomeor 32/O0OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 23/OJK).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahke
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan i

engan penempatannya dalam Lembaran Negara Republ
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 202
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ud
MAHIENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021 I

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONI

ud

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LIEMBARAN NIEGARA REPUBLIK INDONIESIA TATIUN 2021 NOMOR 35/0O4d

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Dircktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ud

Aat Windradi
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diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Penerapan Tata Kelola
Syariah bagi BPR Syariah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Kewajiban penerapan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha BPR Syariah merupakan bagian dari tanggung
jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan BPR Syariah dan
tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan
pelaksanaan tugas Direksi secara keseluruhan serta tanggung
jawab DPS atas pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah” adalah Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Koordinasi antara fungsi terkait Tata Kelola Syariah dan DPS
dilakukan antara lain meclalui konsultasi atau permintaan
pendapat.
Pasal 4
Ayat (1)
Prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah
pada BPR Syariah dapat menjadi bagian dari prosedur internal
mengenai penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata
kelola bagi bank pereckonomian rakyat dan bank perekonomian
rakyat syariah.
Prosedur internal BPR Syariah antara lain berupa surat
keputusan, manual, kebijakan atau pedoman BPR Syariah
(standard operating procedure), piagam perusahaan, dokumen
operasional BPR Syariah lain, yang disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan
proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada BPR Syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

https:/jdih.ojk.go.id/
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAIIUN 2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH
BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIATH

UMUM

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan untuk berkontribusi
dalam perekonomian melalui dukungan terhadap pertumbuhan
ckonomi dan stlabilitas nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut
perbankan harus dapat beroperasi dengan menerapkan tata kelola yang
baik (good corporate governance) dalam setiap kegiatan usahanya.

Pada bank syariah, penerapan tata kelola yang baik tidak terbatas

ada prinsip tata kelola sccara umuin, tetapi juga dalam penerapan
Prinsip Syariah. ‘I'njuan utama ‘T'ata Kelola Syariah adalah untuk
menjaga kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang merupakan raison
d’etre bagi institusi kcuangan syariah. Kehadiran sistem Tata Kelola
Syariah yvang andal sangat penting untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan bank tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam rangka
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang
pada akhirnya akan dapat berdampak pada kinerja perbankan syariah.

PPenerapan Tata Kelola Syariah ini juga sejalan dengan ketentuan
mengenai prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang PPengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan yang telah meningkatkan peran DPS sebagai pihak di
dalam BPR Syariah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
penerapan Prinsip Syariah.

Sclanjutnya mengingal kewajiban penerapan Prinsip Syariah bagi
bank syariah dalam tatanan regulasi Otoritas Jasa Keuangan telah
diatur dalam berbagai peraturan mengenai perbankan syariah,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga menjadi payung bagi
peraturan terkail penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPR Syariah.
Dengan demikian, penerapan T'ata Kelola Syariah dapat dilakukan dalam
seluruh aktivitas usaha dan lines of defense BPR Syariah, sehingga
diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung
penguatan identitas dan daya saing BI’R Syariah, serta mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,
sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan
bermartabat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung
penguatan aturan terkait dengan Tata Kelola Syariah bagi BI’R Syariah,

https:/fjdih.ojk.go.id/
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Pasal 7
Ayat (1)
Anggota DPS merupakan pihak utama bank sebagai pihak
utama pengurus sebagaimana anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (2).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayal (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “DPS lain” adalah DPS selain ketua
yang merangkap sebagai anggota dalam satu BPR Syariah.

Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

ITuruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga jasa kecuangan lain”
adalah lembaga jasa keuangan selain BPR Syariah.
Contoh 1:
Anggota DPS di BPR Syariah A menjabat sebagai anggota
DPS di BPR Syariah B dan sebagai anggota DPS di
Perusahaan Asuransi Syariah C. Dengan demikian,
anggota DPS tersebut masih dapat menjabat sebagai
anggota DPS di 1 (satu) lembaga jasa keuangan syariah
lain atau scbagai anggota Dewan Komisaris di lembaga
Jjasa keuangan lain.
Contoh 2:
Anggota DPS di BPR Syariah A menjabat sebagai anggota
DPS di BPR Syariah B, anggota DPS di Perusahaan
Asuransi Syariah C, dan anggota DPS di Perusahaan
Asuransi Syariah D. Dengan demikian, anggota DPS
tersebut sudah tidak dapat lagi menjabat sebagai anggota
DPS maupun anggota Dewan Komisaris di BPR Syariah
lain dan di lembaga jasa keuangan lain.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “lemmbaga jasa keuangan lain” lihat
penjelasan huruf b.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah
perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR Syariah dan
kepentingan ekonomis pribadi anggota DPS.
Tugas dalam jabatan lain yang tidak menimbulkan
benturan kepentingan dapat dilaksanakan sepanjang
tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab yang bersangkutan sebagai anggota DPS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan
puluh persen).
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai derajat kedua”
adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, meliputi:
orang tua kandung/tiri/angkat;
saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
anak kandung/tiri/angkat;
kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
cucu kandung/tiri/angkat;
saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami
atau istrinya;
suami/istri;
mertua;
besan;
suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
kakek/nenek dari suami/istri;
suami/istri dari cucu kandung/tiri/ angkat; atau
saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta
atau istrinya.

“mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima

mopooe

=R =]

suami

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufl a
Cukup jelas.
Huruf b
Kondisi lain antara lain pada saat anggota DPS yang telah
habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh
RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan
kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan
pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengangkatan kembali antara lain pengangkatan terhadap
anggota DPS yang mengalami perpanjangan jabatan.

Pasal 14
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.

rasal 19
Prinsip tata kelola yang baik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perekonomian
rakyal dan bank perckonomian rakyal syariah.

Pasal 20
Cukup jelas.

pPasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah periode 6 (enam)
bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “paling lama 1 (satu) bulan setelah
periode semester berakhir” adalah penyampaian laporan posisi
bulan Juni paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan
dan untuk laporan posisi bulan Desemnber paling lambat pada
tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3)
Pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan antara lain
pelanggaran Prinsip Syariah yang berpotensi memengaruhi
kondisi keuangan dan/atau reputasi BPR Syariah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Otoritas dan lembaga lain termasuk olorilas pengawasan sistemn
pembayaran, otoritas penjamin simpanan dan resolusi, serta
otoritas dan lembaga lain yang berwenang melakukan audit
terhadap BPR Syariah.

Pasal 24
Ayat (1)
Pedoman dan tata tertib kerja DPS dikenal juga dengan piagam
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan informasi
dan menghindari polensi insider information.

hutps:Hjdih. ojk.go.id/
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Pasal 15
Ayat (1)
Pemberhentian anggota DPS termasuk pemberhentian
sementara anggota DPS.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penilaian yang objektif terkait pengelolaan BPR Syariah
antara lain terkait aspek kinerja, integritas, reputasi
keuangan, dan/atau kompetensi.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait antara
lain komunikasi antara BPR Syariah dan Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Ayat (3)
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan
evaluasi dan tindakan korektif, antara lain pada kondisi:
anggota DPS diberhentikan sebelum periode jabatan
berakhir secara tidak objektif; dan
2. pemberhentian anggota DPS menyebabkan jumlah
anggota DPS tidak sesuai dengan jumlah minimum yang
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pengunduran diri
dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau
dimalk dkan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai
anggota DPS dalam penanganan permasalahan BPR Syariah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perubahan jabatan antara lain perubahan jabatan anggota
DPS menjadi ketua DPS.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
https:/jjdih.ojk.go.id/
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Pasal 27
Ayat (1)
Komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan
bank perckonomnian rakyal syariah.

Ayat (2)
Contoh:
Komite pemantau risiko pada BPR &y:\nah A tidak
beranggotakan DPS  schingga dalam i kcauum an

antara kebijakan manajemen risiko s:

n

-rhitungan ieabal hasil,
komite pemantau risiko BPR Syariah A meminta pendapat DPS.

Ayat (3)

Cukup jclas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan “fungsi pendukung DPS yang memadai”

adalah terdapat jumlah SDM yang cukup dengan kompetensi yang
sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
DPS.
Fungsi pendukung DPS dapal dirangkap pada fungsi lain sepanjang
tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip tata
kelola yang baik.
Fungsi pendukung DPS antara lain fungsi kesckretariatan dan
fungsi pengembangan produk.

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Data dan informasi yang akurat, relevan, dan lepal waklu
diperlukan dalam kaitan tugas dan mnp_gung jawab DPS
untuk melakukan t aan
tugas dan tanggung jawab Dareksn sert; peugendalmn
terhadap pelaksanaan kebijakan BPR Syariah.
Iaruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Ayal (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2
Cukup jelas.

Ayat (3)
Fungsi terkait Tata Kelola
manajemen risiko syariah,
fungsi audit intern syariah.
Kehadiran fungsi terkait Tata Kelola Syariah dalam Rapat DPS
dilakukan dengan persetujuan DPS.

Syariah  antara  lain
fungsi kepatuhan syariah,

fungsi
dan
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Pasal 31

Ayat (1)
Rapat DPS bersama Dircksi merupakan rapat DPS bersama
dengan Dircksi antara lain dalam rangka DPS meclakukan
pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan
kepada Direksi terkait pelaksanaan Prinsip Syariah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 12.

Ayal (3)
Rapat DPS bersama Dewan Komisaris merupakan rapat DPS
bersama dengan Dewan Komisaris antara lain dalam rangka
koordinasi pengawasan terkait pelaksanaan Prinsip Syariah,
termasuk jika ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang
menyebabkan keadaan atau berpotensi menyebabkan keadaan
yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 12.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah lembaga jasa

keuangan atau non lembaga jasa keuangan di dalam maupun

di luar negeri, termasuk pemegang saham pengendali

dan/atau pemegang saham pengendali terakhir BPR Syariah.

ITuruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keuangan” adalah

seseorang yang menerima penghasilan, bantuan keuangan,

atau pinjaman dari:
1. anggota Direksi, anggota Dewan
anggota DPS;
2. perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau
anggota DPS; dan/atau
3. saham pen dan/atau
pengendali terakhir BPR Syariah.
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai derajat
kedua” lihat penjelasan Pasal 12.
Hurufc

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Komisaris, dan/atau

ng saham

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang
tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka
penghimpunan dan/atau penyaluran dana.
Tidak termasuk sebagai keuntungan pribadi antara lain jika
i sabah BPR Syariah menerima imbal

huips:/jjdih.ojk.go.id/
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Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank
perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
Tujuan fungsi audit intern syariah memberikan keyakinan dan
konsultasi yang bersifat independen dan objektif terkait
pencerapan Prinsip Syariah dalam pelaksanaan pengelolaan
BPR Syariah, dengan cara gevaluasi dan S 8 kan

eleklivitas manajemen risiko, per dan proses lata
kelola BPR Syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pejabat Eksekutif yang melaksanakan
fungsi audit intern” adalah Pejabat Fksekutif yang

melaksanakan fungsi audit intern scsuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi
bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat
syariah.

Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 37 ayat (5).

Ayat (5)
Cukup jelas.

Avat (6)
Cukup jelas.

Pasal 39
llasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan satuan
kerja audil intern atau Pejabat Eksekulil audit intern.

Pasal 40

Ayat (1)
Kaji ulang ckstern terhadap pencrapan Tata Kelola Syariah
dilakukan terhadap efektivitas fungsi DPS dan fungsi
pendukung DPS, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen
risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah.

Ayat (2)
Akuntan  publik

atau  kantor akuntan publik  yang
melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan Tata Kelola
Syariah dapat merupakan akuntan publik atau kantor
akuntan publik yang melaksanakan audit laporan keuangan
BPR Syariah.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penawaran umum pertama kali”
adalah penawaran umum perdana sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.
Periode kaji ulang ckstern terdiri dari:
a. periode bulan Juli s.d bulan Juni tahun ketiga berikutnya;

ti

atau

b. periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun ketiga
berikutnya.

Contoh:

BPR Syariah yang melakukan penawaran umum pertama kali

pada bulan Februari 2025, kaji ulang ckstern pertama kali

dilakukan untuk periode Juli 2025 s.d Juni 2028.

hetps:/jdih.ojk.go.id/
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Pasal 35
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufl b
Proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris
memperhatikan perbandingan risiko dan kompleksitas
tugas antara DPS dan Dewan Komisaris.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Tujuan fungsi manajemen risiko syariah memastikan
pemenuhan Prinsip Syariah dalam penerapan manajemen
risiko BPR Syariah pada operasional, bisnis, dan seluruh
aktivitas BPR Syariah.

Tujuan fungsi kepatuhan syariah memastikan bahwa
kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan
usaha yang dilakukan oleh BPR Syariah telah sesuai dengan
Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja yang menangani
manajemen risiko dan/atau kepatuhan” adalah satuan kerja
manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata
kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian
rakyat syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Eksekutif yang melaksanakan
fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan” adalah
Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko
dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penerapan tata kelola bagi bank perckonomian rakyat dan
bank perekonomian rakyat syariah.

Ayat (5)

Mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai
operasional perbankan syariah antara lain pernah memperoleh
pendidikan dan/atau pelatihan, memiliki sertifikasi kelulusan,
dan/atau memiliki pengalaman terkait operasional perbankan
syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja audit intern” adalah
satuan kerja audit intern sesuai dengan Peraturan Otoritas

htps:/jdih. ojk.go.id/
T
BPR Syariah yang melakukan penawaran umum pertama kali

pada bulan Agustus 2025, kaji ulang ekstern pertama kali
dilakukan untuk periode Januari 2026 s.d D =mber 2028.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pasal 41

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 44

Cakupan laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah yang akan
diatur antara lain mengenai penilaian sendiri atas pelaksanaan
Tata Kelola Syariah.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Tindak lanjut atas ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada

kegiatan usaha dan/atau operasional BPR Syariah dilakukan

sesuai kebijakan BPR Syariah.

Contoh:

. perbaikan akad pembiayaan; atau

2. pengalihan penghasilan yang didapat dari kegiatan usaha
yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah ke penerimaan
nonhalal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 47

Cukup jelas.

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 12.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 33 huruf b.

hitps:/jdin. ojk.go.id/
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Ayat (3)

Culkup jelas.
Ayal

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
uwkup jelas.

Pasal 52
Culkup jelas.

TAMBAIIAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDON!

1A NOMOR 103/0OJK

hips - Ajeih. ojk.go. ids
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Lampiran 5.

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Dr. H. Fuad, MA. DPS PT. BPRS

Madina Mandiri Sejahtera
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Lampiran 6.

Wawancara dengan Ibu Prihanita Sofiansyah, S.E., Human Resource

Development (HRD) & Support PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Yogyakarta
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Lampiran 7.

Wawancara dengan Ibu Isni Puspitasari, S.E., Risk Management APU PPT &
Compliance (PE Kepatuhan) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Yogyakarta
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Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

Alamat Asal

Alamat Domisili

Nomor Handphone
Email
Nama Orang Tua

e Ayah
e Ibu

CURRICULUM VITAE

: Novika Ayu Lestari

: Kotabaru, 23 November 2003
: Perempuan

: Islam

: PONDOK 1 SCE, RT 011/RW 004, Binturung,

Pamukan Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan

: Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Pendowoharjo,

Sewon, Bantul, Yogyakarta

: 081393166330

: novikaayulestaril 2345 @gmail.com

: Sucipto Priyono

: Nursia


mailto:novikaayulestari12345@gmail.com

129

Riwayat Pendidikan

e Pendidikan Formal:
» SD S Sungai Cengal Estate. Lulus tahun 2015.
» SMP S Bebunga Estate. Lulus tahun 2018.
» SMA Syubbanul Wathon. Lulus tahun 2021.
» 1IQ An Nur Yogyakarta. Lulus tahun 2025.

e Pendidikan Informal:

>
>

Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo Magelang. Lulus tahun 2021.
Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta. Lulus tahun 2025.

e Pengalaman Organisasi:

>

>
>
>

Anggota OSIS di Bidang Perpustakaan (SMP) (periode 2016-2017).
Pendamping PRAMUKA (SMP) (periode 2016-2017).

Sekretaris KSEI NASHID IIQ An Nur Yogyakarta (periode 2023-2024).
Bendahara PMII Rayon An-Nawawi Komisariat IIQ An Nur Yogyakarta
(periode 2023-2024).

Bendahara PK KOPRI PMII An Nur (periode 2024-2025).



